
No. Daftar Surat-surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga Tahun 2026 

1. 

MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri yang Terkait dengan Pengawasan Persaingan 
Usaha dan Pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada 19 
Januari 2026. 

2. 

Lol antara Pemkab Tapin, Kalimantan Selatan dengan Holmesglen Institute Kota 
Melbourne, Negara Bagian Victoria Persemakmuran Australia tentang 
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan 
Profesional Guru dalam Bidang Pendidikan pada 27 Januari 2026. 

3. 
MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara 
tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Dalam Negeri dan 
Manajemen Aparatur Sipil Negara pada 5 Februari 2026. 

4. 

LoI antara Pemkab. Tapin, Kalimantan Selatan dengan Technical and Further 
Education New South Wales (Tafe NSW), Kota Sydney, Negara Bagian New 
South Wales, Persemakmuran Australia tentang Pengembangan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Profesional Guru dalam Bidang 
Pendidikan pada 6 Februari 2026. 

5. 
LoI antara Pemkot. Bekasi, Jawa Barat dengan Pemkot. Seongnam, Provinsi 
Gyeonggi, Republik Korea tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersahabat 
pada 24 Februari 2026. 

6. 

MoU/NK antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam 
Negeri tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
dan di Bidang Dalam Negeri pada 6 Maret 2026. 

7. 
MoU/NK antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kementerian Dalam 
Negeri tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pembinaan 
Ideologi Pancasila dan di Bidang Dalam Negeri pada 13 Maret 2026. 

8. 

PKS antara Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Interoperabilitas Data pada 
Sistem E-Monev dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam 
Rangka Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko, Pembangunan Pusat-
Daerah pada 25 Maret 2026. 

9. 
LoI antara Pemkot. Bekasi, Jawa Barat dengan Pemkot. Izumisano, Prefektur 
Osaka, Jepang tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara pada 2 April 
2026. 

10. 

MoU/NK antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Pendidikan Dasar 
dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan 
Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara 
Melalui Korps Kadet Republik Indonesia pada 15 April 2026. 



11. 
LoI antara Pemkab. Batang, Jawa Tengah dengan Pemkot. Fuqing, Fujian, RRT 
tentang Kerja Sama Kota Bersaudara pada 17 April 2026. 

12. 

PKS Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal 
Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital tentang 
Pertukaran dan Pemanfaatan Data antara Aplikasi Evaluasi Anggaran Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Daerah dengan Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah pada 21 April 2026. 

13. 
MSP antara Pemprov. DKI Jakarta dengan Pemprov. Otonomi Jeju, Republik 
Korea tentang Pembentukan Kerja Sama Persahabatan pada 25 April 2026. 

14. 
LoI antara Pemkot Banda Aceh, Aceh dengan Pemkot. Higashimatsushima, 
Miyagi, Jepang tentang Kerja Sama dan Kolaborasi pada 28 April 2026. 

15. 
MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara 
tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Pegawai Negeri 
Sipil dan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada 8 Mei 2026. 

16. 
LoI antara Pemkot. Kendari, Sulawesi Tenggara dengan Pemkot Yiwu, Provinsi 
Zhejiang, RRT tentang Pembentukan Kerja Sama Kota Bersaudara pada 8 Mei 
2026. 

17. 

MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Kesehatan tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian 
Dalam Negeri dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada 12 Mei 
2026. 

18. 
LoI antara Pemkab. Badung, Bali dengan Pemkot. Fujisawa, Prefektur 
Kanagawa, Jepang tentang Pembentukan Kerja Sama di Bidang Pariwisata dan 
Kebudayaan pada 12 Mei 2026. 

19. 
LoI antara Pemkot Banda Aceh, Aceh dengan Pemkot Grasse, Wilayah 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Republik Prancis tentang Pembentukan Kerja 
Sama Persahabatan pada 17 Juni 2026. 

20. 

MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian 
Dalam Negeri dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 
25 Juni 2026. 

21. 

MoU/NK antara Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengaturan Badan Usaha 
Milik Negara tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lingkup 
Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara 
pada 3 Juli 2026. 



22. 
MSP antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Corus 
Internasional tentang Dukungan Pencapaian Program Pembangunan 
Berkelanjutan di Daerah pada 3 Juli 2026. 

23. 
MoU antara Pemkab. Gianyar, Bali dengan Pemkot. Osaki, Prefektur Kagoshima, 
Jepang tentang Kerja Sama Kota Bersaudara pada 6 Juli 2026. 

24. 
MSP antara Pemkot Padang, Sumatera Barat dengan Pemkot Hildesheim, Lower 
Saxony, Republik Federal Jermal tentang Pembentukan Kerja Sama Kota 
Bersaudara pada 5 Agustus 2026. 

 


